
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
r. ,Tr]trrrrnr .tn.t,

i\ UiVI\iN lJ irln\-rrl z\rz't

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PENGGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN NABIRE PEzuODE 2OI9-2O24

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a. bahwa Sdr. ANDRIAS HELUKA yang diresmikan
pengangkatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Nabire berdasarkan Keputusan
Gubernur Papua Nomor 155.21342/TAHUN 20f 9 tentang
Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah
Kabupaten Nabire Periode 2079-2O24 Surat Pergantian
Antarwai<hr, karena yang bersangi<utan Pindah Partai iain
sehingga perlu meresmikan pemberhentian dan
pengangkatan penggantinya;

b. bahwa Sdr. OBETH PADANG telah memenuhi syarat untuk
diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire
menggantikan Sdr. ANDRIAS IIELIIXA;

c. bahwa berdasarkal pertimbalgan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
/1rthaff ',- o^hr'-'F---^L +ah+^6^ D---^-:^- D--L--L--+:^-r aPuo. 1r-rr5 1 rurrrarlS r urLlrrlrtcfrr r r-lll\JLlirLill.iair

dan Pengangkatan Pergantian AntarWaktu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode 2Ol9-
2024;

Mengineat 1. Undans-Undane Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2907.l;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20Ol Nomor 135, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151 ), sebagaimana
+al^]. ,.1;.,r-^L 1--k--^-^ l,^t: +--^l,L:- l---^- I I-,{^-^ucucralJa l\cur LUr.11Llllr r.rLrl'6arr \rrrudl.tai-
Undang Nomor 2 Tahun 2O2I tentang Perubatran Kedua
atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O21 Nomor 155, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang....... I 2
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3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 48O1), sebagaimana telah diubah dengan Undarrg-
Undang Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan tembaran Negara Reputrlik Indooesia
Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2O1l tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20ll Nomor 82,
Tanibahan Lerrrbaraii Nega:'a Repubiik itrdonesia iioiiiol
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 terrtang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undalg Nomor 12 Tahun
20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
,.-l^--^- /t ^*t^^-^- lT^^^-^ D^-,.L1.:t- r-,.1^-^^;^ ,T^L,,-
Llll(lcurBc(rr [Lcrrruarclrr r!cBd.r d, l\cPurJuA lrrurrllcsta I dtlull
2022 Nomor 143, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewal Perwalilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1182, Tambahan l,embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5568);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentans
Pemerintahal Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,'lambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Keria
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
I rmrrm /l aal-.aran l\Iorara p--,,l.IiL. Ih,{^ha-i^ .r^h,,- onr Tt4rrrv<u 4r rlr6qr a r\uPqvlr^
Nomor 782, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6 109);

8. Undang-Undang Nomor I Tahun 2022 terrtang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (l,embaran Negara Republik Incionesia Tah:un 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tenga-h (l,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68O4);

l O. Peraturan Pemerintah.../3
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1O. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 18 tentang
Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan
Rakvat f)aerah Provinsi Katrrrnaten dan Kota {l-embaran:r.::-.j q l

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,
(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67971;'

I I . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20 19 tentang
Pengeioiaan Keuangan Daerah (i,embaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2019 Nomor a2) fiambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2027 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O21 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6730);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2O2l tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Provinsi PapuaPenerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan
Rencana Induk Percepatan Pembangunal dalam Rangka
Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 239,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
673r1;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
6ahdd^;h^h^ +alah ,{i"l--L ,{---^- D-'^+,,-^- ]rr--+--:!,erJa6arruar^a. r uLrr6arr r vtcaLiiiair rviLiiLLii

Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
tNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Menteri Datam Negen Nomor 77 Tahwn 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

. Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor;
B-1052/GOLKAR/2O23, Jakarta 9 Oktober 2023 tentang
Pergantian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Nabire Atas Nama Sdr. Andrias Haluka.
Digantikan dengan Sdr Obeth Padang :

2. Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire
Nomor: lTOlloll/2024/ Setwan Perihal Penyampaian
Nama Pengganti AntarWaktu Anggota DPRD Kabupaten
Nabire Tertanggal 17 Januari 2024 tentang Pergantian
AntarWaktu Nama Sdr. Andrias Haluka;
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Surat Bupati Nabire Nomor : i50i083iSetl2024,
Nabire 26 Januari 2023 tentang Usul Penerbitan SK
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten
Nabire Periode 2Ol8-2O23, Atas nama Sdr. OBETH
PADANG dari Partai golongan Karya;

MEMUTUSI(AN:

Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini
-^----:l-^- ^--l..--l.--+;^-,.1^-^^- U^-*^+ Q,.l- a-l-:^-iiivi uslllll\6l1r PLlrrr^.r r rr.rrrra,rr \r\,rr6arr r r\Jr llra,L urlt. fllrlalra'ao
Heluka dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nabire Periode 2Ol9-
2024 disertat ucap€rn terima kasih atas jasa-jasanya selama
menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Terhitung muiai tanggai pengucapan Sumpah/Janji
meresmikan Sdr. Obeth Padaag sebagai Anggota Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Nabire menggantikan
Sdr. Aadriaa HeluLa untuk Masa Bhakti keanggotaan
Periode 2Ol9-2O24.

Pengucapan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Dewan
Perwakilan Ralryat Daerah, dalam Rapat Paripurna Istimewa
Dewan Perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten Nabire.

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku. maka Keputusan
Gubernur Papua Nomor 155.2/3a2/TAHUN 2O19 tentang
Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Nabire Perio de 2Ol9-2O24, dinyatakan tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
dalam Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tangga.l 31 Januari 2024

PJ. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
T',rD/cAP

RIBKA HALUK
Salinan sesuai dengan aslinya
PIh. KEPALA BIRO HUKUM

ELI{Y YUSUF LALLO, SH
NIP. 19721020 200312 2 006

+

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA
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3. Surat Ketua Komisi Pemiliah Umum (KPU) Kabupaten
Nabire Nomor: 2381PY / 04. I/SDA/ 1904/KPU.
KablXIllZO23, Nabire , 21 Desenober 2023 tentang
Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten
Nabire dari Partai Golongan Karya atas nama Sdr.
Andrias Heluka;
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Salinan Keputusan ini paikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Koordinator POLHUKAM RI di 'rakarta.;3. Direktur Jenderal OTDA Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
4. Direktur Jenderal KESBANG Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
5. Kepala Badan KESBANG dan Politik Papua Tengah Di Nabire;
6. Kepala Biro Tata Pemerintahan dan Otonomi Khusus SETDA Provinsi

Papua Tengah di Nabire;
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah di Paniai;
8. Bupati Nabire;
9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nabire di Nabire;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.


